  HAK DAN
KEWAJIBAN NEGARA WARGA NEGARA  

Contoh Hak Warga Negara 
•	Berhak mendapat perlindungan hukum (pasal 27 ayat (1)) 
•	Berhak mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2). 
•	Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan.  (pasal 28D ayat (1)) 
•	Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. (pasal 29 ayat (2)) Berhak memperleh pendidikan dan pengajaran. 
•	Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. (pasal 28) 
 
Pengertian Kewajiban
 	Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. 
 
Arti Kewajiban Sebagai Warga Negara
 	Kewajiban sebagai warga negara adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak dari negara tempat tinggal. Pelaksanaan dari penjabaran pengertian hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berimbang. 
 
Contoh Kewajiban Warga Negara 
–	Kewajiban untuk Membayar Pajak ( pasal 23A) 
–	Kewajiban untuk Menaati Peraturan ( pasal 27 ayat (1)) 
–	Kewajiban untuk Menghargai Orang Lain ( Pasal 28 J ayat (21)) 
–	Kewajiban untuk Mengikuti Pendidikan Dasar ( Pasal 31 ayat (2)) 
–	Kewajiban untuk Melakukan Pembelaan Negara ( Pasal 27 ayat (3)) 
–	Kewajiban untuk Tunduk Kepada Pembatasan atas Hak Kebebasan ( Pasal 28 J ayat (2)). 
 
Pembagian Hak dan Kewajiban sebagai Warga
Negara
· Dalam Bidang Sosial 
 	Menurut pengertian hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dua hal yang tak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Aspek yang pertama disebutkan adalah mengenai bidang sosial dan budaya. Dalam bidang ini disebutkan mengenai hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapat perlindungan, Pendidikan, kasih sayang, bermain dan beristirahat. Kewajiban yang harus dilakukan Adalah menjunjung hukum dan pemerintahan, membela negara, serta menghormati hak azazi orang lain, membantu orang tua, belajar, mematuhi peraturan dilingkungan Pendidikan, menjaga kebersihan dan mematuhi norma social. 

Warga Negara
· Hak dan Kewajiban Ekonomi 
 	Menurut Undang-undang Dasar 1945 meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), jaminan social, hak mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan, hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang/ jasa. Negara menanggung hidup bagi keadaan tertentu masyarakatnya, dan disertakan pula mengenai peraturan yang menyertai untuk mengatur hak dan kewajiban dalam sektor ekonomi. 
Kewajiban warga negara dibidang ekonomi meliputi: membayar pajak dan retribusi, mematuhi aturan usaha, menghormati hak ekonomi orang lain, mendukung perekonomian nasional. Berpartipasi aktif dalam kegiatan produksi dan konsumsi produk dalam negeri. Pengertian hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi mencangkup segala aktivitas perekonomian suatu negara. 
 
Warga Negara
· Mengenai Pertahanan dan Keamanan 
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ketahanan nasional mencakup partisipasi aktif dalam Upaya bela negara, yang mewajibkan seluruh warga negara ikut serta dalam system pertahanan semesta. Kewajiban utuh setiap warga masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini jelas tercantum dalam peraturan perundangan, bahwa dalam pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak dalam mempertahankan negara. 
 	Oleh karenanya kesatuan negara menjadi tanggung jawab bersama segenap masyarakat. Namun masyarakat juga berhak merasa aman dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Pembahasan pengertian hak dan kewajiban disini jelas tercantum dalam undang-undang dasar negara Indonesia. Yang memegang peranan tertinggi bagi landasan hukum NKRI. 
 

Warga Negara
· Hak dan Kewajiban Politik  
Dalam bidang politik, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa  terkecuali.  
Sedangkan pada pasal 28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang undang. 
Hak dan kewajiban politik warga negara di Indonesia yang dijamin UUD 1945, berfokus pada partisipasi dalam pemerintahan. Hak utama meliputi dipilih dan memilih, berserikat, berkumpul, serta berpendapat. Kewajiban meliputi mematuhi hukum, ikut serta bela negara, dan menghormati hak politik orang lain untuk menjaga stabilitas demokrasi. Pada penjabarannya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang politik sama persis dengan penjabaran pengertian hak dan kewajiban. Setiap warga negara melakukan kewajiban dan kemudian mendapatkan hak yang sama. Tidak ada perbendaan dalam perbedaan berpolitik untuk seluruh Masyarakat, yaitu hak memilih dan dipilih, hak mendirikan atau ikut organisasi politik, hak berpendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak mengajukan petisi (hak pemerintah untuk meninjau ulang sebuah kebijakan).
Kewajiban politik warga negara Adalah tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keberlangsungan system politik yang demokratis. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku tanpa kecuali, berpartisipasi dalam pembelaan negara, tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan pandangan politik, berpartisipasi dalam pemilu secara bertanggung jawab dan menjaga ketertiban umum tanpa mengganggu keamanan atau merusak fasilitas umum.
 





KESIMPULAN
1.	Hak adalah sesuatu yang pantas dimiliki atau didapatkan sejak manusia dalam kandungan, kewajiban adalah sesuatu yang harus, wajib dilakukan sebagai tuntutan manusia untuk mendapatkan haknya, warga negara adalah penduduk yang tercatat secara hukum tinggal menempati suatu negara serta taat dan tunduk kepada negara tersebut. 
2.	Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena sebagai suatu ikatan yang sama - sama harus dijalankan sekaligus didapatkan. 
3.	Negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban Warga Negaranya dalam pasal – pasal UUD 1945 dari pasal 27 – 31, serta aturan pengembangannya ditetapkan dalam berbagai undang – undang. 
4.	Pelaksanaan hak dan kewajiban di Negara Indonesia masih belum maksimal serta perlu diadakan pengertian serta pemahaman terus – menerus kepada masyarakat terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara yang baik dan bermoral.   





